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Boalemo Perdis
Tanpa Bukti,
Pohuwato Aset
Tak Jelas

GORONTALO {RAGODRO) - [Ybalik hatrik 3
kali bertunn-tunst Permda Boalemo meraibh predikat
WTP, dan Pemda Pobuwato 7 kali memperahankan
WTP. Ternyaia masih banyak yang harus perbaiki
kedua pemerintahan tersebut. “masih banyak per-

PENYERAHAN
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PENANDATANGANAN LHP LKPD TA 2013 Pemda Po-
huwato disaksikan Kepala BEPK RI perwakiian Frovins)
Gorontalo, Rahmadl, SE, Jumat (3/9) kemarin.

m Sambungan dari Hal 1

masalahan yang perlu diper-
hatikan betul, khusus
Boalemo yang pertama
adalah pengelolaan pendap-
atan dan belanja yaitu per-
tanggung jawaban keuangan
persediaan yang tidak
sesual ketentuan.
Penyusunan anggaran BOS
terlambat dan pencatatan-
nya tidak tertib, penerimaan
hibah belum menyampaikan
pertanggungjawaban, itu
salah satunya,” ujar Kepala
BPK RI Perwakilan
Provinsi Gorontalo, Rah-
madi, SE. Hal lain berkaitan
dengan aspek kepatuhan be-
lanja barang dan jasa di-
antaranya pertanggung
Jjawaban biaya alat kantor,
biaya BBM dan biaya Per-
jalanan Dinas (Perdis) tidak
menggunakan bukti
transaksi yang asli, serta
pertanggungjawaban be-
lanja BOS tidak tertib. Per-

masalahan ketiga yakni
aspek kepatuhan belanja
hibah terkait penetapan dan
penyaluran dana desa yang
terlambat.

Penerima hibah tidak
memenuhi syarat pengelo-
laan kas, piutang dan perse-
dian. Sementara itu catatan
BPK RI untuk pemerintah
daerah Pohuwato adalah
terkait dengan pengelolaan
aset tetap yang tidak
dilengkapi informasi yang
memadai, seperti status,
lokasi, dan ukuran volume,
tidak di dubung bukti

kepemilikan yang memadai.

Aset dimanfaatkan pihak
pihak lain, tidak di dukung
surat perjanjian, serta be-
lanja modal terkait aset ex-
isting belum dikapitalisasi
ke aset induk kepatuhan be-
lanja modal.

“permsalahan kedua
adalah pelaksanaan peker-
jaan tidak sesuai kon-
traknya, diantaranya
kekurangan volume peker-
jaan, keterlambatan penye-
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lesaian pekerjaan, belum
dikenakan denda dan pelak-
sanaan pekerjaan yang tidak
sesuai spesifikasi kontrak.
Kedua hal tersebut dimuat
dalam buku Il (LHF atas
system pengenalian intem)
dan buku III { (LHP atas
kepatuhan terhadap peratu-
ran per UU-an),” ujar Rah-
madi lagi.

Ditegaskannya, Pemda
diharapkan perhatian serius
dan segera menindaklanjuti
rekomendasi yang telah dis-
ampaikan BPK dalam
waktu 60 hari.

“dalam UU BPK mem-
punyai kewajiban untuk
melaporkan ke instansi
berwenang. Jika pejabat
tidak menindaklanjuti hasil
rekomendasi hasil pemerik-
saan BPK dengan waktu
vang telah ditentukan. Kami
pun berharap BPKP per-
wakilan provinsi dapat
memberikan kontnbusinya
melalui pendampinganfasis-
tensi,” tutur Rahmadi.
(riel/RG)
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